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Abstract
The laws of The Republic Of Indonesia in 1945 became the highest legal source of 
lower legal products. The laws of The Republic Of Indonesia in 1945 from 1999 
to 2002 have been amended four times. The consequences of the amendement 
certainly affect the laws that run it including synchronzation of local government 
law with the result of the amendment of the four constitutions of The Republic Of 
Indonesia in 1945. In this connection the formulation of this research problem 
is: a) How is the regulation of local government in the amendnment of the four 
laws of The Republic of Indonesia in 1945?, b) what the arrangement of local 
government after the amendnment of the four laws of The Republic of Indonesia 
in 1945?. Is normative legal research. As is known, normative legal research 
includes research on legal principles, legal system, legal synchronization level, 
and legal history research. In accordance with the characteristics and nature of 
normative law research, in this study will use several methods of approach: The 
Statue Approach (statutory approach, The analitical and Conseptual Approach)  
Based on Article 18 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of 1945 
found The existence of development policy relation between central government 
and regional government as regulated in Law Number 23 Year 2014 about 
Local Government, that is base on: Decentralization, Deconcentration and Co-
Administration, assignment from government to region and village and from 
region to village To perform certain tasks accompanied by financing, facilities 
and infrastructure and human resources with the obligation to report in its 
implementation and accountable to the commissioned.

Keywords: Amendment, Local Government, Constitution

Abstrak
Undang-Undang Negara Republ�k Indones�a Tahun 1945 menjad� sumber 
hukum tert�ngg� produk hukum yang leb�h rendah. Undang-Undang Negara 
Republ�k Indones�a Tahun 1945 dar� Tahun 1999 sampa� 2002 telah d�lakukan 
amandemen sebanyak empat kal�. Konsekwens� dar� amandemen tersebut  
tentunya berpengaruh terhadap Undang-Undang yang menjalankannya termasuk 
s�nkron�sas� Undang-Undang Pemer�ntahan Daerah dengan has�l Amandemen 
Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republ�k Indones�a Tahun 1945. Dalam 
ka�tan �tu rumusan masalah penel�t�an �n� adalah: a) Baga�mana pengaturan 
pemer�ntahan daerah dalam Amandemen Keempat Undang-Undang Negara 
Republ�k Indones�a Tahun 1945?,  b) Baga�mana pengaturan pemer�ntahan 
daerah dalam Undang-Undang Pemer�ntahan Daerah pasca Amandemen 
1 Badan Kesatuan Bangsa dan Pol�t�k Prov�ns� Bal�, ema�l : kadek.rud�an�@gma�l.com  
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Keempat Undang-Undang Negara Republ�k Indones�a Tahun 1945?. Jen�s 
penel�t�an �n� adalah penel�t�an hukum normat�f. Sebaga�mana d�ketahu� 
penel�t�an hukum normat�f mencakup penel�t�an terhadap asas-asas hukum, 
s�stemat�ka hukum, taraf s�nkron�sas� hukum, dan penel�t�an sejarah hukum. 
Sesua� dengan karakter�st�k dan s�fat penel�t�an hukum normat�f, maka dalam 
penel�t�an �n� akan memaka� beberapa metode pendekatan: The Statue Approach 
(pendekatan perundang-undangan), The analitical and Conseptual Approach 
(pendekatan anal�s�s konsep hukum). Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang 
Dasar Negara Republ�k 1945 d�temukan adanya hubungan keb�jaksanaan 
pembangunan antara pemer�ntah pusat dan pemer�ntahan daerah sebaga�mana 
d�atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemer�ntahan 
Daerah, ya�tu dengan dasar-dasar : Desentral�sas�, Dekonsentras�, dan Tugas 
pembantuan, penugasan dar� pemer�ntah kepada daerah dan desa dan dar� daerah 
ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang d�serta� pemb�ayaan, sarana 
dan prasarana serta sumber daya manus�a dengan kewaj�ban melaporkan dalam 
pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Kata Kunc�: Amandemen, Pemerintahan Daerah, Konstitusi

I. PENDAHULUAN
Tema sentral penel�t�an �n� 

adalah Pengaruh Amandemen 
Keempat Undang-Undang Dasar 
Negara Republ�k Indones�a Tahun 
1945 Terhadap Pemer�ntahan Daerah. 
Arah dan keb�jaksanaan pembangunan 
d�tujukan untuk mewujudkan otonom� 
daerah yang nyata, d�nam�s, seras� dan 
bertanggungjawab serta menghormat� 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat dan hak-hak trad�s�onalnya, 
sebaga�mana tertuang dalam Undang-
Undang Negara Republ�k Indones�a 
1945 Pasal 18 B ayat (2) sebaga� ber�kut: 
Negara mengaku� dan menghormat� 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak-hak trad�s�onalnya 
sepanjang mas�h h�dupnya dan sesua� 
dengan perkembangan masyarakat 
dan pr�ns�p Negara Kesatuan Republ�k 
Indones�a, yang d�atur dalam Undang-
Undang.

Berdasarkan keb�jakan 
pembangunan tersebut, saat �n� 
pemer�ntah menyelenggarakan 
pemer�ntahan dan pembangunan d� 
segala b�dang dengan berbaga� usaha 
dan penyempurnaan, agar tujuan 
negara dan keb�jakan pembangunan 
dapat d�laksanakan dengan leb�h 
ba�k. Namun dem�k�an, d�bal�k �tu, 
masalah pemer�ntah daerah menjad� 
menar�k untuk d�perhat�kan karena 
ada suatu tekad dar� pemer�ntah 
bahwa pelaksanaan asas otonom� dan 
tugas pembantuan pada pemer�ntahan 
daerah sebaga�mana d�atur dalam Pasal 
18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republ�k Indones�a 1945 
sebaga� ber�kut : Pemer�ntah daerah 
Prov�ns�, daerah kabupaten, dan kota 
mengatur dan mengurus send�r� urusan 
pemer�ntahan menurut asas otonom� 
dan tugas pembantuan. Ketentuan 
Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 
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tersebut secara bertahap d�kembangkan 
dan d�olah menjad� pokok-pokok 
pengaturan yang leb�h operas�onal 
dalam berbaga� perundang-undangan 
maupun peraturan pelaksanaannya.

Penyerahan otonom� 
kepada daerah ternyata harus 
memperh�tungkan berbaga� aspek 
mult�kompleks meng�ngat aneka 
ragam kond�s� sos�al, budaya, 
ekonom�, demograf�, geograf�, pol�t�k 
dan keamanan. Send�-send� daerah 
otonom adalah permusyawaratan. 
Perseps� dan penafs�ran tentang 
art� permusyawaratan tersebut 
merupakan suatu proses pengamb�lan 
keputusan keb�jakan berbentuk 
pemb�caraan tentang keseluruhan 
aspek permasalahan. Kerakyatan yang 
d�p�mp�n oleh h�kmat keb�jaksanaan 
dalam permuswaratan dan perwak�lan 
dapat d�art�kan sebaga� suatu 
keb�jaksanaan dalam menggunakan 
akal bud� dan yang akan menuntun para 
peserta musyawarah untuk mengamb�l 
keb�jaksanaan sebaga� keputusan 
yang bermanfaat bag� kepent�ngan 
umum, kepent�ngan bersama, negara, 
dan kepent�ngan pemer�ntah maupun 
masyarakat.

Dengan dem�k�an, proses 
pembangunan t�dak dapat d�lepaskan 
dar� pengembangan s�stem adm�n�stras� 
pemer�ntahan. Keb�jaksanaan 
pembangunan dengan pelaksanaan 
otonom� daerah telah mencakup tujuan 
dan sasaran pembangunan. Sedangkan 
s�stem pemer�ntahan negara 
menggar�skan pembag�an tugas antara 

berbaga� d�nas atau jawatan d�daerah. 
Dewasa �n� hubungan keb�jaksanaan 
pembangunan dengan pelaksanaan 
otonom� daerah merupakan masalah 
yang sangat pent�ng, terutama 
mengena� peranan daerah yang saat �n� 
kembal� mendapat perhat�an terutama 
setelah tertuang dalam perubahan 
keempat UUD Negara Republ�k 
Indones�a 1945. Menurut C.F. Strong, 
4 hak�kat negara kesatuan adalah 
negara yang kedaulatannya t�dak 
terbag� atau dengan kata la�n negara 
yang kekuasaan pemer�ntah pusatnya 
tak terbatas karena konst�tus� negara 
kesatuan t�dak mengaku� adanya badan 
pembuat undang-undang sela�n badan 
pembuat undang-undang pusat. Hal 
tersebut dapat d�art�kan bahwa seluruh 
urusan negara hanya d�laksanakan oleh 
satu pemer�ntahan saja atau dengan kata 
la�n ket�dakberadaan pemer�ntahan 
daerah. Sela�n �tu menurut C.F. 
Strong terdapat dua s�fat pent�ng 
negara kesatuan, ya�tu: (1) supremas� 
parlemen pusat, dan (2) t�dak adanya 
badan berdaulat tambahan.2

Berdasarkan ura�an latar 
belakang d�atas, adapun yang menjad� 
rumusan masalah adalah sebaga� 
ber�kut : Baga�mana pengaturan 
pemer�ntahan daerah dalam 
amandemen keempat Undang-Undang 
Dasar Negara Republ�k Indones�a 
Tahun 1945? Baga�mana pengaturan 
pemer�ntahan daerah dalam undang-
undang pemer�ntahan daerah pasca 
amandemen keempat Undang-Undang 
2  C.F. Strong, 2014, Konstitusi-Konstitusi Politik 

Modern,Nusa Med�a,Bandung, hlm.111.
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Dasar Negara Republ�k Indones�a 
Tahun 1945?

Ada beberapa karya �lm�ah yang 
mem�l�k� kem�r�pan yang penul�s 
angkat antara la�n:
1. Kanun Jurnal �lmu Hukum 

no.67,Th.XVII, m�l�k Bud�yono 
yang berjudul Dekonstruks� 
Urusan Pemer�ntahan Konkuren 
dalam Undang-Undang 
pemer�ntahan Daerah, 

2. Jurnal Ilmu Hukum Volume 
9 No.4, m�l�k Abdul Rauf 
Alaudd�n Sa�d yang berjudul 
Pembag�an Kewenangan 
Pemer�ntah Pusat-Pemer�ntah 
Daerah Dalam Otonom� Seluas-
Luasnya Menurut UUD  1945.
Dar� kedua karya �lm�ah tersebut 

ada kem�r�pan kesamaan dengan 
Karya Ilm�ah yang d�buat penul�s 
ya�tu hubungan Pemer�ntah Daerah 
dengan Pemer�ntah Pusat, namun yang 
berbeda dan menar�k dar� Karya Ilm�ah 
yang d�buat penul�s ya�tu pengaturan 
pemer�ntahan daerah dalam undang-
undang pemer�ntahan daerah pasca 
amandemen ke empat Undang-Undang 
Dasar Negara Republ�k Indones�a 
Tahun 1945, d�temukan kecendrungan 
keb�jakan pembangunan d� daerah 
semak�n bebas kurang memperhat�kan 
peranan pemer�ntah pusat, terutama 
pemer�ntah kabupaten dan pemer�ntah 
kota.

Tujuan Penel�t�an �n� adalah 
Untuk mengetahu� dan menggambarkan 
pengaturan pemer�ntahan daerah dalam 
amandemen keempat Undang-Undang 

Negara Republ�k Indoes�a Tahun 1945. 
Untuk mengetahu� dan memaham� 
pengaturan pemer�ntahan daerah dalam 
undang-undang pemer�ntahan daerah 
pasca amandemen keempat Undang-
Undang Dasar Negara Republ�k 
Indones�a Tahun 1945.

II. METODE PENELITIAN
Jen�s penel�t�an �n� adalah 

penelt�an hukum normat�f. 
Sebaga�mana d�ketahu� penel�t�an 
hukum normat�f mencakup penel�t�an 
terhadap asas-asas hukum, s�stemat�ka 
hukum, taraf s�nkron�sas� hukum, dan 
penel�t�an sejarah hukum3 

Sesua� dengan karakter�st�k 
dan s�fat penel�t�an normat�f, maka 
dalam penelel�t�an �n� akan memaka� 
beberapa metode pendekatan:
- The Statue Approach pendekatan 

perundang-undangan.
- The Anal�t�cal and Conseptual 

Approach (pendekatan anal�s�s 
konsep hukum)
Penel�t�an hukum bers�fat 

normat�f, menggunakan bahan hukum 
pr�mer dan bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum pr�mer yang d�gunakan 
dalam penel�t�an �n� bersumber dar� 
bahan hukum :
- Undang-Undang Dasar Negara 

Republ�k Indones�a Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang 
Pemer�ntahan Daerah

3 Mukt� Fajar ND dan Yul�anto Achmad, 
2007, Dualisme Penelitian Hukum, Pens�l 
Komun�ka, Yogyakarta, hlm.109
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III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengaturan Pemerintahan 

Daerah dalam Amandemen 
Keempat Undang-Undang 
Negara Republik Indoesia 
Tahun 1945
Dalam Undang-Undang Dasar 

1945 sebaga� Konst�tus� Negara 
Republ�k Indones�a telah mengalam� 
perubahan-perubahan mendasar sejak 
dar� Perubahan Pertama pada Tahun 
1999 sampa� Perubahan Keempat pada 
Tahun 2002. Sejak d�berlakukannya 
UUD 1945 sebaga� Konst�tus� 
Negara Republ�k Indones�a h�ngga 
d�adakannya amandemen sekarang, 
konst�tus� �n� member�kan pesan bahwa 
Negara Republ�k Indones�a d�bangun 
dalam sebuah kerangka negara yang 
berbentuk kesatuan (unitary), bukan 
berbentuk federas� (serikat).

The founding father Negara 
Republ�k Indones�a sudah sejak awal 
menyadar� bahwa Negara Indones�a 
yang w�layahnya terd�r� r�buan 
pulau serta penduduknya terd�r� dar� 
ratusan suku bangsa, t�dak mungk�n 
d�selenggarakan secara sentral�st�k. 
Dengan dem�k�an, konsep otonom� 
daerah dalam kesatuan masyarakat 
hukum yang sudah ada sebelum 
Negara Indones�a terbentuk merupakan 
suatu keharusan “conditio sine qua 
non”. Dengan alasan �n�, maka 
pend�r� negara sejak d�berlakukannya 
konst�tus� Indones�a (UUD NRI 1945) 
mencatumkan konsep negara berupa 
Negara Kesatuan yang berbentuk 
Republ�k, sebaga�mana terdapat dalam 

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 yang 
berbuny� “Negara Indones�a �alah 
Negara Kesatuan yang berbentuk 
Republ�k”. Sejak d�berlakukannya 
UUD NRI 1945 h�ngga d�adakannya 
amandemen sekarang, pasal �n� 
t�dak termasuk pada pasal yang 
d�amandemen.

Penyelenggaraan pemer�ntah 
daerah dalam Konst�tus� Negara 
Republ�k Indones�a d�atur dalam Pasal 
18 UUD NRI 1945. Pasal �n� termasuk 
pasal yang d�amandemen, yang terjad� 
saat perubahan (amandemen) UUD 
1945. Sebelum amandemen UUD 
1945 pasal �n� hanya memuat satu 
ayat dengan judul Bab Pemer�ntahan 
Daerah yang berbuny� : “Pembag�an 
daerah Indones�a atas daerah besar 
dan kec�l, dengan bentuk susunan 
pemer�ntahannya d�tetapkan dengan 
Undang-Undang, dengan memandang 
dan meng�ngat dasar permusyawaratan 
dalam s�stem pemer�ntahan negara, dan 
hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah 
yang bers�fat �st�mewa. Sementara 
Pasal 18 has�l amandemen UUD 
NRI 1945 terd�r� dar� 3 (t�ga) Pasal, 
ya�tu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 
18B dengan judul Bab Pemer�ntahan 
Daerah. Pasal 18 has�l amandemen 
UUD NRI 1945 mengandung pr�ns�p-
pr�ns�p dan ketentuan-ketentuan 
sebaga� ber�kut:
1. Pr�ns�p daerah mengatur dan 

mengurus send�r� urusan 
pemer�ntahan menurut asas 
otonom� dan tugas pembantuan 
Pasal 18 ayat (2). Pr�ns�p �n� 
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menegaskan bahwa pemer�ntahan 
daerah adalah suatu pemer�ntahan 
otonom dalam Negara Kesatuan 
Republ�k Indones�a. Pasal 18 
sebelum amandemen t�dak 
menegaskan Pemer�ntah Daerah 
sebaga� satuan pemer�ntahan 
yang mengatur dan mengurus 
send�r� urusan pemer�ntahan 
tertentu sebaga� urusan rumah 
tangganya. Hanya dalam 
penjelasan d�sebutkan bahwa 
“daerah-daerah �tu bers�fat 
otonom (streek and locale 
rechtsgemeenschappen)   atau ber-
s�fat daerah adm�n�tras� belaka”. 
Sebaga� �mplementas�nya, 
d�adakan satuan pemer�ntahan 
dekonsentras� d� daerah 
(Pemer�ntahan W�layah) dan 
fungs�-fungs� dekonsentras� 
dalam pemer�ntahan daerah 
(Kepala Daerah sekal�gus 
sebaga� Kepala W�layah). 

2. Pr�ns�p menjalankan otonom� 
seluas-luasnya Pasal 18 ayat (5). 
Ke�ng�nan untuk melaksanakan 
otonom� seluas-luasnya �n� 
telah muncul pada saat BPUPKI 
menyusun rancangan UUD. 
Hal �n� nampak d�antaranya 
dar� p�dato Ratulang�, ya�tu “ 
Supaya daerah pemer�ntahan 
d� beberapa pulau-pulau besar 
d�ber� hak seluas-luasnya 
untuk mengurus keperluannya 
send�r�, tentu dengan memaka� 
p�k�ran persetujuan, bahwa 
daerah-daerah �tu adalah daerah 

dar�pada Indones�a”. Ke�ng�nan 
�n� kemud�an d�tuangkan dalam 
UUDS 1950, Pasal 131 ayat 
(2). Mesk�pun secara h�stor�s 
Negara Kesatuan Republ�k 
Indones�a sudah menghendak� 
pelaksanaan otonom� seluas-
luasnya, akan tetap� hal �n� 
t�dak d�muat dalam UUD 1945, 
seh�ngga s�stem pemer�ntahan 
yang sentral�st�k muncul. Pada 
akh�rnya, saat amandemen 
UUD NRI 1945, sangatlah tepat 
Pasal 18 d�amandemen, dan 
pr�ns�p otonom� seluas-luasnya 
d�tegaskan dalam pasal �n�. 
Pemer�ntahan Daerah mengatur 
dan mengurus send�r� urusan 
pemer�ntahannya, campur tangan 
pemer�ntah pusat hanyalah yang 
benar-benar bertal�an dengan 
upaya menjaga kese�mbangan 
antara pr�ns�p kesatuan (unity) 
dan perbedaan (diversity).

3. Pr�ns�p kekhususan dan 
keragaman daerah Pasal 18 A, 
ayat (1). Pr�ns�p �n� mengandung 
pengert�an bahwa bentuk 
dan �s� otonom� daerah t�dak 
harus seragam (uniformitas). 
Bentuk dan �s� otonom� daerah 
d�tentukaan oleh berbaga� 
keadaan khusus dan keragaman 
set�ap daerah. Otonom� untuk 
daerah-daerah pertan�an dapat 
berbeda dengan daerah-daerah 
�ndustr�, atau antara daerah 
panta� dan peadalaman, dan 
sebaga�nya.
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4. Pr�ns�p mengaku� dan 
menghormat� kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta 
hak-hak trad�s�onalnya Pasal 
18 B, ayat (2). Yang d�maksud 
dengan masyarakat hukum 
adat adalah masyarakat hukum 
(rechtsgemeenschap) yang 
berdasarkan hukum adat atau 
adat �st�adat sepert� desa, 
marga, nagar�, gempong, dan 
la�n-la�n. Masyarakat hukum 
adalah kesatuan masyarakat 
yang mem�l�k� kekayaan 
send�r�, mem�l�k� warga yang 
dapat d�bedakan dengan warga 
masyarakat hukum la�n dan dapat 
bert�ndak ke dalam atau ke luar 
sebaga� satu kesatuan hukum 
(subjek hukum) yang mand�r� dan 
memer�ntah d�r� mereka send�r�. 
Dalam Pasal 18 B amandemen 
�n�, mengandung pengakuan 
dan penghormatan terhadap 
kesatuan masyarakat hukum adat 
sesua� dengan perannya sebaga� 
subs�stem Negara Kesatuan 
Republ�k Indones�a yang maju 
dan modern. Sela�n �tu, hak-hak 
trad�s�onal yang mel�put� hak 
ulayat, hak-hak memperoleh 
manfaat atau ken�kmatan dar� 
tanah a�r, d�aku� dan d�junjung 
t�ngg�.

5. Pr�ns�p mengaku� dan 
menghormat� Pemer�ntahan 
Daerah yang bers�fat khusus 
dan �st�mewa Pasal 18 B ayat 
(1). Adapun yang d�maksud 

dengan “bers�fat �st�mewa” 
adalah pemer�ntahan asl� atau 
pemer�ntahan bum�putera. 
Dalam Pasal 18 B, perkataan 
“khusus” mem�l�k� cakupan yang 
leb�h luas, antara la�n karena 
d�mungk�nkan membentuk 
pemer�ntahan daerah dengan 
otonom� khusus (Aceh, Ir�an 
Jaya). Untuk Aceh, otonom� 
khusus berka�tan dengan 
pelaksanaan Syar�at Islam, 
seh�ngga t�dak berbeda dengan 
status Aceh sebaga� daerah 
�st�mewa. Set�ap daerah dapat 
menuntut suatu kekhususan, 
semata-mata berdasarkan faktor-
faktor tertentu tanpa suatu cer�ta 
umum yang telah d�tentukan 
dalam Undang-Undang.

6. Pr�ns�p badan perwak�lan d�p�l�h 
langsung dalam suatu pem�l�han 
umum Pasal 18 ayat (3). Dengan 
pr�ns�p �n�, maka t�dak akan 
ada lag� pengangkatan anggota 
DPRD, akan tetap� tentunya 
DPRD harus d�p�l�h secara 
langsung oleh rakyat. Dem�k�an 
juga halnya dengan Gubernur, 
Bupat�, Wal�kota, yang 
mengharuskan pem�l�han secara 
langsung oleh rakyat (bukan 
oleh DPRD lag�).

7. Pr�ns�p hubungan pusat dan 
daerah harus d�laksanakan secara 
selaras dan ad�l Pasal 18 ayat 
(2). Pengaturan hubungan antara 
Pusat dan Daerah yang ad�l dan 
selaras, d�maksudkan untuk 
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mewujudkan pemer�ntah daerah 
yang mand�r� dan kesejahteraan 
rakyat daerah yang bersangkutan. 
Dengan adanya pr�ns�p tersebut, 
pengaturan semua hal-hal yang 
ada pada Pemer�ntahan Daerah 
(termasuk masalah kekayaan) 
akan d�bag� sesua� dengan 
kebutuhan daerah.4

Indones�a sebaga� negara dengan 
beragam suku dan bahasa, tentunya 
set�ap w�layah mem�l�k� karakter�st�k 
yang berbeda serta potens� sumber daya 
alam, manus�a dan budaya yang khusus. 
Pembangunan akan leb�h berhas�l b�la 
pembangunan w�layah d�laksanakan 
dengan manajemen otonom� sebaga� 
s�stem dalam proses pembangunan 
nas�onal. Banyak penel�t�an, ba�k 
yang d�lakukan d� dalam maupun d� 
luar neger� member�kan rekomendas� 
tentang keperluan atau kepent�ngan 
manajemen otonom�. D�samp�ng 
�tu, telah banyak sem�nar tentang 
pembangunan maupun otonom� daerah 
member�kan rekomendas� yang sama.

Dalam pasal 18A UUD NRI 
Tahun 1945 d�sebutkan secara jelas 
tentang hubungan wewenang dan 
keuangan antara pusat dan daerah 
adalah sebaga� ber�kut: 
1. Hubungan wewenang antara 

pemer�ntah pusat dan pemer�ntah 
daerah prov�ns�, kabupaten 
dan kota atau antara prov�ns� 
dan kabupaten dan kota, d�atur 
dengan undang-undang dengan 

4 Otonom� Daerah Pasca Amandemen 
Undang-Undang Antara Ideal�ta dan 
Real�ta, 2015, www.u�nsgd.ac.�d,d�akses 
1 Me� 2017

memperhat�kan kekhususan dan 
keberagaman daerah; dan 

2.  Hubungan keuangan, pelayanan 
umum, pemanfaatan sumber daya 
alam la�nnya antara pemer�ntah 
pusat dan pemer�ntah daerah 
d�atur dan d�laksanakan secara 
ad�l dan selaras berdasarkan 
undang-undang. 
Berdasarkan adanya hal tersebut 

dapat d�paham� dan d�ketahu� dengan 
cara dan proses baga�manakah 
hubungan antara pemer�ntah pusat 
dan daerah �tu d�laksanakan mesk�pun 
t�dak d�jelaskan leb�h deta�l mengena� 
kedua hubungan tersebut. Namun, 
berdasarkan adanya ketentuan 
tersebut d� atas, maka dapat d�katakan 
bahwa secara gar�s besar hubungan 
antara pusat dan daerah, ba�k yang 
menyangkut hubungan kewenangan 
maupun keuangan harus d�laksanakan 
secara ad�l, selaras dan memperhat�kan 
kekhususan dan keberagaman 
daerah serta harus d�atur dengan 
undang-undang.5 Sela�n �tu, k�ta 
dapat mengetahu� secara past� bahwa 
w�layah negara Republ�k Indones�a 
akan d�bag� dalam bentuk w�layah 
besar dan w�layah kec�l yang dalam 
�mplementas�nya yang d�maksud 
dengan w�layah besar adalah prov�ns� 
dan w�layah kec�l adalah kabupaten/
kota dan satuan w�layah la�nnya yang 
bers�fat khusus dan �st�mewa.

Menurut pr�ns�p h�rark� bahwa 
set�ap organ�sas� dar� suatu ked�nasan, 
kekuasaan dar� yang leb�h t�ngg� 

5 Muhammad Fauzan, 2006, Hukum 
Pemerintahan Daerah, UII Pres, Yogyakarta, 
hlm. 4.

Vol. 6, No. 1 : 120 - 135



128

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Me� 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu

ke yang leb�h rendah ada d� bawah 
pengawasan dan penguasaan yang leb�h 
t�ngg�. pemer�ntah  dar� suatu otor�tas 
member�kan kewenangan kepada 
pemer�ntah yang ada d�bawahnya, 
seh�ngga tanggung jawab termasuk 
mengatur, mengurus, dan proses 
keg�atan dan urusan yang d�ter�makan 
menjad� tanggungjawab ked�nasan 
yang leb�h rendah. Dem�k�an juga 
tanggung jawab aspek urusan rumah 
tangga adalah urusan atau keg�atan 
pemer�ntah yang d�serahkan dengan 
peraturan perundang-undangan oleh 
pemer�ntah daerah, ataupun oleh 
pemer�ntah daerah t�ngkat prov�ns� 
kepada pemer�ntah daerah kabupaten/
kota. R�chard Schermerhorn, leb�h 
lanjut lag� menegaskan kemungk�nan 
dampak pembag�an kekuasaan, ya�tu:6

 D�str�bus� kekuasaan yang 
t�dak merata, dapat mendorong 
terjad�nya pelbaga� akt�v�tas 
sos�al, yang kadang-kadang 
s�fatnya kontrad�kt�f. Keadaan 
dem�k�an mendorong 
men�ngkatnya jumlah p�hak yang 
t�dak berkuasa dan men�ngkatnya 
sumber daya dan organ�sas� 
untuk menentang p�hak yang 
dom�nan kedudukannya. 
Selanjutnya keadaan tersebut 
juga mendorong mereka yang 
berkuasa untuk menambah 
dan memperluas dom�nas�nya, 
seh�ngga kedudukannya semak�n 
kokoh.

6 Soekanto, 1987,  Disiplin Hukum dan Disiplin 
Sosial, PT.Rajawal� Press, Jakarta, hlm.45

Maksud dan tujuan otonom� 
daerah dalam perencanaan dan 
�mplementas� pembangunan d� daerah, 
atas dasar pr�ns�p-pr�ns�p otonom� 
daerah adalah:7 1. Otonom� daerah 
harus menunjang asp�ras� perjuangan 
rakyat dalam (1) memperkokoh 
negara kesatuan; (2) mempert�ngg� 
kesejahteraan Rakyat Indones�a. 2. 
Otonom� daerah harus merupakan 
otonom� nyata, d�nam�s, dan 
bertanggung jawab. 3. Mengutamakan 
aspek keseras�an dengan tujuan d� 
samp�ng aspek pendemokras�an. 4. 
Melaksanakan otonom� daerah berart� 
men�ngkatkan daya guna pemer�ntahan 
d� daerah dalam hal pembangunan dan 
pelayanan masyarakat. Upaya tersebut 
sekal�gus merupakan pemb�naan 
kestab�lan dan kesatuan bangsa. 5. 
Dar� seg� asasnya, asas desentral�sas� 
perlu d�serta� asas dekonsentras� dan 
d�lengkap� dengan asas medebew�nd 
yang berart� penyerahan tugas 
pelaksanaan urusan pemer�ntah pusat 
kepada pemer�ntah daerah, atau tugas 
Pemer�ntah Daerah Prov�ns� kepada 
Pemer�ntah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka upaya mencar� 
dan menemukan anal�s�s dan 
pemecahan masalah pada kasus 
hubungan keb�jakan pembangunan 
dengan pelaksanaan otonom� daerah, 
pengert�an desentral�sas� harus 
d�paham�, JHA Logeman menyatakan 
bahwa:8 Desentral�sas� adalah juga 

7  Ateng Syafrud�n, 1992,  Birokrasi dan 
Pembangunan, Unpar Bandung, hlm.5

8 Mochtar Kusumaatmadja, 1976, Hukum, 
Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, 
B�na C�pta, Bandung, hlm.4
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cara s�stem untuk mewujudkan 
azas demokras�, yang member�kan 
kesempatan kepada rakyat untuk �kut 
serta dalam pemer�ntahan negara. 
Menurut kelaz�man desentral�sas� 
�tu dapat d�bag� dalam dua macam: 
1. Dekonsentras�, 2. Dekonsentras� 
Ketatanegaraan. Otonom� pada daerah 
prov�ns� maupun kabupaten/kota 
berart� dengan �n�s�at�fnya, daerah 
dapat mengurus rumah tangganya 
dengan jalan mengadakan peraturan-
peraturan daerah yang t�ndak 
bertentangan dengan peraturan la�n 
yang leb�h t�ngg� derajatnya.untuk 
menel�t� hubungan keb�jaksanaan 
pembangunan dengan otonom� daerah 
t�dak b�sa lepas dar� ka�tan dengan proses 
pembangunan. In� berart� t�dak b�sa 
lepas dar� adm�n�stras� pembangunan. 
Pembangunan merupakan suatu 
proses rangka�an keg�atan secara 
nas�onal melalu� pertumbuhan dan 
perubahan sesua� dengan tujuan 
yang telah d�tentukan sebelumnya. 
Untuk mengura�kan keb�jaksanaan 
dar� adm�n�stras� pembangunan, 
dapat d�kemukakan adm�n�stras� 
pembangunan adalah seluruh usaha 
yang d�lakukan oleh suatu masyarakat 
untuk memperba�k� tata keh�dupannya 
sebaga� suatu bangsa dalam berbaga� 
aspek keh�dupan bangsa tersebut 
dalam rangka usaha pencapa�an tujuan 
yang telah d�tentukan.9

9  S�ag�an S.P.,1992, Adm�n�stras� Pembangunan, 
Haj� Masagung,Jakarta, hlm.4

3.2. Pengaturan Pemerintahan 
Daerah Dalam Undang-
Undang Pemerintahan Daerah 
Pasca Amandemen Keempat 
Undang-Undang Negara 
Republik Indonesia Tahun 
1945
Dalam Pasal 10 ayat (1) dan 

(2) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemer�ntahan 
Daerah d�nyatakan Pemer�ntahan 
daerah menyelenggarakan urusan 
pemer�ntahan yang menjad� 
kewenangannya, kecual� urusan 
pemer�ntahan yang oleh undang-
undang �n� d�tentukan menjad� urusan 
pemer�ntah, ya�tu mel�put�: Pol�t�k luar 
neger�, pertahanan, keamanan, yust�s�, 
moneter dan f�skal nas�onal dan 
agama. Urusan pemer�ntahan daerah 
d�bag� menjad� urusan waj�b dan 
urusan p�l�han. Urusan waj�b adalah 
urusan yang sangat mendasar yang 
berka�tan dengan hak dan pelayanan 
dasar warga negara. Sedangkan urusan 
p�l�han adalah urusan yang secara 
nyata ada d� daerah dan berpotens� 
untuk men�ngkatkan kesejahteraan 
masyarakat sesua� kond�s�, kekhasan, 
dan potens� unggulan daerah.

Dalam melaksanakan 
keb�jaksanaan pembangunan dan 
otonom� daerah yang d�dasarkan 
pada Undang-Undang 23 tahun 2014 
Tentang Pemer�ntahan Daerah, perlu 
terus d�lakukan pengembangan w�layah 
pemer�ntahan dan pembangunan. In� 
berart� d�perlukan d�nam�sas� terus 
menerus dengan alternat�f-alternat�f 
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keb�jaksanaan yang d�butuhkan, 
pengembangan selanjutnya dapat 
d�dasarkan kepada panca konsep 
manajemen pemer�ntah publ�k, ya�tu:                 
1. Kepent�ngan dan kebutuhan 
masyarakat, 2. S�nerg� antara berbaga� 
subs�stem-subs�stem manajemen 
pemer�ntahan publ�k, 3. Asas cost-
benefit yang ber�mbang, 4. Abd� negara 
yang d�transformas�kan menjad� abd� 
masyarakat, 5. Pengamb�lan keputusan 
dan pelaksanaan pengamb�lan 
keputusan secara bertanggungjawab 
panca konsep manajemen publ�k 
tersebut beror�entas� pada kepent�ngan 
masyarakat dan ada keterpaduan 
antara keb�jaksanaan pembangunan 
dengan pelaksanaan otonom� daerah. 
Keterpaduan var�abel-var�abel 
yang berperan dalam hubungan 
keb�jaksanaan pembangunan dengan 
pelaksanaan otonom� daerah dapat 
d�ura�kan sebaga� ber�kut:10

(1) Keb�jaksanaan Pembangunan, 
dengan var�abel-var�abel: a. 
Berpedoman pada ketentuan 
yang ada (hukum yang berlaku), 
b. Beor�entas� pada kepent�ngan 
umum dan masa depan, c. 
Strateg� pemecahan masalah 
yang terba�k.

(2) Pelaksanaan Otonom� Daerah, 
dengan var�abel-var�abel: a. 
Fenomena Pokok ( kemampuan 
aparatur, keuangan, part�s�pas� 
masyarakat, ekonom� daerah, 

10  Ermaya Surad�nata,2006,Otonomi Daerah dan 
Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintah 
dalam Politik dan Bisnis, Suara Bebas,Jakarta, 
hlm.46

demograf�, adm�n�stras� dan 
organ�sas�), b. Fenomena 
Penunjang (geograf�, dan sos�al 
budaya), c. Fenomena Khusus 
(Agama, Pol�t�k, HANKAM).
Proses keb�jaksanaan otonom� 

daerah terd�r� dua tahap: pertama, 
berupa masukan var�abel keb�jaksanaa 
pembangunan dan otonom� daerah, 
kemud�an d�proses berdasarkan 
pember�an kekuasaaan pemer�ntah 
atau pemer�ntah daerah prov�ns� 
kepada pemer�ntah daerah kabupaten/
kota dan menghas�lkan b�rokras�, 
ya�tu menjalankan fungs� secara 
terka�t pada aturan dan berjenjang 
dengan tujuan utama agar fungs� dapat 
berjalan efekt�f dan ef�s�en. Sela�n 
�tu, b�rokras� merupakan suatu alat 
(means) atau �nstrumen pemer�ntah 
untuk melaksanakan keb�jaksanaan 
pembangunan, ya�tu keb�jaksanaan 
dan keputusan pemer�ntah yang terkat 
kepada landasan falsafah dan landasan 
hukum yang menjad� sumbernya, 
landasan hukum untuk Pemer�ntah 
Indones�a adalah : 1. Pancas�la sebaga� 
landasan �deal; 2. Undang-Undang 
Dasar Negara Republ�k Indones�a 
1945 (UUD NRI 1945); 3. Pelestar�an 
Bh�nneka Tunggal Ika; 4. Pemel�haraan 
keutuhan Negara Kesatuan Republ�k 
Indones�a.

Adapun penjelasan terka�t 
Pemer�ntahan Daerah sesua� dengan 
Amandemen Keempat Undang-
Undang Dasar Negara Republ�k 
Indones�a Tahun 1945 yang d�atur 
dalam Undang-Undang Nomor 23 
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Tahun 2014 tentang Pemer�ntahan 
Daerah dapat d�ura�kan sebaga� 
ber�kut:
1. Pr�ns�p daerah mengatur dan 

mengurus send�r� urusan 
pemer�ntahan menurut asas 
otonom� dan tugas pembantuan 
pada Pasal 18 ayat (2) 
Amandemen Keempat UUD 
NRI Tahun 1945, d�mana 
pr�ns�p �n� menegaskan bahwa 
pemer�ntahan daerah adalah 
suatu pemer�ntahan otonom 
dalam Negara Kesatuan Republ�k 
Indones�a. Ketentuan �tu 
d�jelaskan pada Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemer�ntahan Daerah 
yang menyatakan urusan 
pemer�ntahan konkuren adalah 
urusan pemer�ntahan yang 
d�bag� antara Pemer�ntahan 
Pusat dan Daerah Prov�ns� dan 
Daerah Kabupaten/Kota, urusan 
pemer�ntahan konkuren yang 
d�serahkan ke daerah menjad� 
dasar pelaksanaan otonom� 
daerah.

2. Pr�ns�p menjalankan otonom� 
seluas-luasnya pada Pasal 18 
ayat (5) Amandemen Keempat 
UUD NRI 1945 pada Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemer�ntahan Daerah 
d�ura�kan d� Pasal 17 ayat (1) 
yang menyatakan daerah berhak 
menetapkan keb�jakan daerah 
untuk menyelenggarakan urusan 
pemer�ntahan yang menjad� 
kewenangan daerah.

3. Pr�ns�p kekhususan dan 
keragaman daerah Pasal 18 A, 
ayat (1) Amandemen Keempat 
UUD NRI 1945, d�jelaskan 
pada Pasal 12 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemer�ntahan Daerah 
bahwa urusan pemer�ntahan 
p�l�han d�ber�kan kebebasan 
sesua� dengan keragaman 
potens� sumber daya alam daerah 
mas�ng-mas�ng yang mel�put�: 
Kelautan dan per�kanan, 
par�w�sata, pertan�an, kehutanan, 
energ� dan sumber daya m�neral, 
perdagangan, per�ndustr�an dan 
transm�gras�.

4. Pr�ns�p mengaku� dan 
menghormat� kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta 
hak-hak trad�s�onalnya Pasal 
18 B, ayat (2) Amandemen 
Keempat UUD NRI 1945, belum 
d�jelaskan deta�l pada Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemer�ntahan Daerah.

5. Pr�ns�p mengaku� dan 
menghormat� Pemer�ntahan 
Daerah yang bers�fat khusus 
dan �st�mewa Pasal 18 B ayat 
(1) Amandemen Keempat UUD 
NRI 1945, belum d�jelasakan 
secara deta�l pada Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemer�ntahan Daerah.

6. Pr�ns�p badan perwak�lan 
d�p�l�h langsung dalam suatu 
pem�l�han umum Pasal 18 ayat 
(3) Amandemen Keempat UUD 
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NRI 1945, d�jelaskan pada Pasal 
94 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemer�ntahan Daerah bahwa 
DPRD Prov�ns� terd�r� atas 
anggota parta� pol�t�k peserta 
pem�l�han umum yang d�p�l�h 
melalu� pem�l�han umum.

7. Pr�ns�p hubungan pusat dan 
daerah harus d�laksanakan secara 
selaras dan ad�l Pasal 18 ayat 
(2) Amandemen Keempat UUD 
NRI 1945, d�jelaskan pada Pasal 
13 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemer�ntahan Daerah bahwa 
pembag�an urusan pemer�ntahan 
konkuren antara Pemer�ntah 
Pusat dan Daerah Prov�ns� 
serta Daerah Kabupaten/
Kota, d�dasarkan pada pr�ns�p 
akuntab�l�tas, ef�s�ens�, dan 
eksternal�tas, serta kepent�ngan 
strateg�s nas�onal.
Serangka�an Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 
beserta perubahan-perubahannya 
tersebut menyebutkan adanya 
perubahan susunan dan kewenangan 
pemer�ntahan daerah. Susunan 
pemer�ntahan daerah menurut undang-
undang �n� mel�put� pemer�ntahan 
daerah prov�ns�, pemer�ntahan daerah 
kabupaten, dan DPRD. Pemer�ntahan 
daerah terd�r� atas kepala daerah dan 
DPRD d�bantu oleh perangkat daerah. 
Pemer�ntahan daerah prov�ns� terd�r� 
atas pemer�ntahan daerah prov�ns� dan 
DPRD prov�ns�. Adapun pemer�ntahan 

daerah kabupaten/kota terd�r� atas 
pemer�ntahan kabupaten/kota dan 
DPRD kabupaten/kota. Se�r�ng 
berubahnya susunan pemer�ntah 
daerah, kewenangan pemer�ntah daerah 
pun mengalam�  beberapa perubahan. 
Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan 
pemer�ntahan daerah mel�put� hal-hal 
sebaga� ber�kut:
1. Pemer�ntah daerah 

menyelenggarakan urusan 
pemer�ntahan menurut asas 
otonom� dan tugas pembantuan 
dengan pr�ns�p otonom� seluas-
luasnya sesua� dalam s�stem 
Negara Kesatuan Republ�k 
Indones�a.

2. Pemer�ntah daerah melaksanakan 
urusan pemer�ntahan konkuren 
yang d�serahkan oleh pemer�ntah 
pusat menjad� dasar pelaksanaan 
otonom� daerah dengan berdasar 
atas asas tugas pembantuan.

3. Pemer�ntahan daerah dalam 
melaksanakan urusan 
pemer�ntahan umum yang 
menjad� kewenangan pres�den 
dan pelaksanaannya d�l�mpahkan 
kepada gubernur dan bupat�/
wal�kota, d�b�aya� APBN. 
Muatan undang-undang 

pemer�ntahan daerah mengalam� 
banyak perubahan dalam 
penyelenggaraan pemer�ntahan. 
Salah satunya adalah pembag�an 
urusan pemer�ntahan daerah. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 klas�f�kas� urusan 
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pemer�ntahan terd�r� dar� 3 urusan 
yakn� urusan pemer�ntahan absolut, 
urusan pemer�ntahan konkuren, dan 
urusan pemer�ntahan umum. Urusan 
pemer�ntahan absolut adalah urusan 
pemer�ntahan yang sepenuhnya 
menjad� kewenangan pemer�ntah pusat. 
Urusan pemer�ntahan konkuren adalah 
urusan pemer�ntahan yang d�bag� 
antara pemer�ntah pusat dan daerah 
prov�ns� dan daerah kabupaten/kota. 
Urusan pemer�ntahan umum adalah 
urusan pemer�ntahan yang menjad� 
kewenangan pres�den sebaga� kepala 
pemer�ntahan. Untuk urusan konkruen 
atau urusan pemer�ntahan yang d�bag� 
antara pemer�ntahan pusat dan daerah 
prov�ns� dan daerah kabupaten/kota 
d�bag� menjad� urusan pemer�ntahan 
waj�b dan urusan pemer�ntahan p�l�han. 
Urusan pemer�ntahan waj�b adalah 
urusan pemer�ntahan yang waj�b 
d�selenggarakan oleh semua daerah. 
Sedangkan urusan pemer�ntahan 
p�l�han adalah urusan pemer�ntahan 
yang waj�b d�selenggarakan oleh 
daerah sesua� dengan potens� yang 
d�m�l�k� daerah.

Has�l  anal�s�s dengan 
Amandemen keempat Undang-Undang 
Negara Republ�k terhadap Undang-
Undang Nomer 23 Tahun 2014 
tentang Pemer�ntahan Daerah adalah : 
Pengaturan pemer�ntahan daerah dalam 
amandemen keempat Undang-Undang 
Negara Republ�k Indoes�a Tahun 
1945 ya�tu mengena� pemer�ntahan 
daerah terd�r� atas 3 Pasal, ya�tu: Pasal 
18 , Pasal 18 A dan Pasal 18B. DPD 

adalah Lembaga negara baru sebaga� 
langkah akomodas� bag� keterwak�lan 
kepent�ngan daerah dalam badan 
perwak�lan t�ngkat nas�onal. 
Berdasarkan Pasal 18 Amandemen 
keempat Undang-Undang Dasar 
Negara Republ�k 1945 d�temukan 
adanya hubungan keb�jaksanaan 
pembangunan antara pemer�ntah pusat 
dan pemer�ntah daerah sebaga�mana 
d�atur dalam Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemer�ntahan 
Daerah, ya�tu dengan dasar-dasar :
a. Desentral�sas�, penyerahan 

Urusan Pemer�ntahan oleh 
Pemer�ntah Pusat kepada daerah 
otonom berdasarkan Asas 
Otonom�..

b. Dekonsentras�, pel�mpahan 
sebag�an Urusan Pemer�ntahan 
yang menjad� kewenangan 
Pemer�ntah Pusat kepada 
gubernur sebaga wak�l 
Pemer�ntah Pusat, kepada 
�nstans� vert�kal d� w�layah 
tertentu.dan/atau kepada 
Gubernur dan bupat�/wal�kota 
sebaga� penanggung jawab 
urusan pemer�ntahan umum.

c. Tugas pembantuan, penugasan 
dar� Pemer�ntah Pusat 
kepada daerah otonom untuk 
melaksanakan sebag�an Urusan 
Pemer�ntahan yang menjad� 
kewenangan Pemer�ntah 
Pusat atau dar� Pemer�ntah 
Daerah Prov�ns� kepadaDaerah 
kabupaten /kota untuk 
melaksanakan sebag�an Urusan 
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Pemer�ntahan yang menjad� 
kewenangan Daerah Prov�ns�.

d. Hubungan antara pemer�ntah 
pusat dan daerah

(1) Dalam membuat keb�jaksanaan 
pembangunan t�dak boleh 
mengurang� hal-hal dar� 
kewaj�ban rakyat daerah dalam 
penyelenggaraan Pemer�ntah 
Daerah.

(2) Pemer�ntah Pusat t�dak boleh 
mengurang� hak daerah untuk 
berprakarsa mengatur dan 
mengurus send�r� berdasarkan 
asp�ras� masyarakat sesua� 
dengan ketentuan perundang-
undangan.

IV. KESIMPULAN
Berdasarkan kaj�an maupun 

anal�s�s yang telah d�lakukan maka 
dapat d�s�mpulkan beberapa hal 
d�antaranya adalah:
1. Pengaturan pemer�ntahan 

daerah dalam Amandemen 
Keempat Undang-Undang 
Negara Republ�k Indones�a 
Tahun 1945 d�atur pada Pasal 
18 d�mana esens�nya adalah : 
Desentral�sas�, Dekosentras� dan 
Tugas pembantuan. 

2. Pengaturan Pemer�ntahan 
Daerah dalam Undang-Undang 
Pemer�ntahan Daeran Pasca 
Amandemen Keempat Undang-
Undang Negara Republ�k 
Indones�a Tahun 1945 adalah : 
Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014, 
kewenangan pemer�ntahan 
daerah mel�put� hal-hal sebaga� 
ber�kut: 

a. Pemer�ntah daerah 
menyelenggarakan urusan 
pemer�ntahan menurut asas 
otonom� dan tugas pembantuan 
dengan pr�ns�p otonom� seluas-
luasnya sesua� dalam s�stem 
Negara Kesatuan Republ�k 
Indones�a.

b. Pemer�ntah daerah melaksanakan 
urusan pemer�ntahan konkuren 
yang d�serahkan oleh pemer�ntah 
pusat menjad� dasar pelaksanaan 
otonom� daerah dengan berdasar 
atas asas tugas pembantuan.

c. Pemer�ntahan daerah dalam 
melaksanakan urusan 
pemer�ntahan umum yang 
menjad� kewenangan pres�den 
dan pelaksanaannya d�l�mpahkan 
kepada gubernur dan bupat�/
wal�kota, d�b�aya� APBN. 
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